BUPATI FLORES TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR £OTAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264
ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679jJ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;

. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Menetapkan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 22 Tahun 2018

tentang Penyusunan, Pengendalian Rencana Kerja
Pemerintah daerah Tahun 2019.

. Peraturan Daerah Provnsi Nusa Tenggara Timur Nomor

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-
2030;

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2018;

. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores
Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0068};

10.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Nomor 0033),

11.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);

12.Peraturan Kabupaten Flores Timur Nomor 10

Tahun 2017 tentang Rencana PembangunanJangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0151);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2019.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur

Bupati adalah Bupati Flores Timur.

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores
Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

BAB [ : Pendahuluan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
BABV : Rencana kerja dan Pendanaan Daerah.

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB Vil : Penutup.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berfungsi sebagai:

a.

pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2019; dan




b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi
Renja PD Tahun 2019 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD
Tahun 2019.

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi
perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

(1) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD dengan menggunakan hasil
evaluasi Renja PD Tahun 2019.

(2) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2019 dan
RKA-PD Tahun 2019 dengan RKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  dalam Berita Daerah
Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Tuli 2018 ) /
“
BUPAjI} FLORES TIMUR,

/ / ANTONIUS ERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 23 Uk 2018

{ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR &0




